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MEMBANGUN KULTUR BARU POLRI: SEBUAH UPAYA MEWUJUDKAN
PENKGAKAN HUKUM YANG EFEXTIF

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesiz dewasa ini masib diwarmai oleh praktek-prakiek |
yang sebenarnya jmﬁ bertentangan dengan hukum. Ungkapan-ungkapan sepesti mafia
peradilan, KUHP yang diartikan kasih uang habis perkara, melapor kehilangan
kambing justru kehilangan kerbau dan sebagainya menunjukkan sedemikian kacaunya
penegakan hukwm di Indonesia dilihat dari sisi perilaku aparat penegak hulasn, Dampak
dari praktek-prakiek penegakan hukum semacam sai tidak saja semakin menurunnys
wibawa aparat, sapun jouga sekaligus berdampak pada menurunnya wibawa lembaga
penegak hukum dan hukure it sendiri. Public distrust terhadap hulom merupaken
fenomena yang sangat mudah dijumpai da!u_am_kehidupaﬁ maéyarakat Indonesia yang
sntara luin mewujud padas perilaku mair hakim sendiri. Public distrust semacam ini
berakibal penegakan lukum menjadi tidak efeldif

Salgh saty aparaivr penegak hukum adalsh polisi. Polisi sebagai aparshsr
penegak hulum daiém kenyataansya masih menusjukkan diei sebagai pihak yang belum
dapat menjalankan peran sebagaimana megtinya. Peran 'Pﬁlisi sebagai penegak hukun,
pembina ketertiban dan kemnanan masih terkonfaminasi oleh kepentingan-kepentingan
sesaat yang mengakibatiean citra polisi tidak baik di mata masyarakat. Dalam kaitinnys
dengsn penegakan bukum, Polisi yang bersih dan berwibawa masih jauh duri
kenyataan. Hal i terlihat dan kenyaiaan nwsih tingginys angka pelangguran hulkum’

oleh polisi dan penyalahgunaan wewenung oleh polisi. Berbagal bentuk pungli yang
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dilaknkan secara sistematis sepert_;i dalam bentuk kemitraqn dengan para pengusaha
masih culup mewarnal kiprah kese&rim potisi. Bentuk kemitraan ini pada hakekatnya
 menguntungkan kedua belah pibak secara timbal balik, di satu gisi para pengusaha
:'nendapalkm pelayanan dan privelepe hukwm dan polisi memperoleh keunhmgan
finansial, namun apabild dicermati lebih fanh sangat merugikan mas_yarakat. Kondisi
semacam 1ni telah mnenjrdi rahasia unm dalam masyacakat.

Apabila kondisi sernacam ini terus dibiarken begity saja maka polisi- akan
semakin jash dari masyaral;atnya Penegakan hukum yang dilalukan oleh polisi yang
memiliki citra sebagaimana disebutkan di atas merupakan penegakan hukum yang
kelira. Penegakan hulum yang sebarusnya merupakan upsys yang sengaja dilakukan
untik mewujudkan gita-cita hukom dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian
dalam masyarakal {Asshmddigie, 1998: 93) telah berubsh menjadh upaya memberikan
perlindungan dan kemudahan bagi kelempok masymmkatT tertentn dan upaya
metaperoleh keuntngan bagi kelompok tertentn. Polisi sebagal penggembala hukum
(Notohamidjojo, 1975: 52) dan bahkan sebagal hukum yang hidup (Rahﬁrdjo_, it: 95y
tidak dapat berperan secara baik. Mengingat Polisi memilik posisi dan peran stategis
dalam penegakan hukum, polisi dituntut untuk mereformasi dirinya menyesuaiakan
dengan tuntutan dan perkembangan masyarskat. Dengan kalimat lain, polisi perlu

membangun kubhur bary agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
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i’ERMASMAIL&N |
Keberadaan polisi yang memiliki kultur baru merupakan tuntutan bagi
magyarakat Tndonesia yang sedang berproses memuju ¢ivil  society, dimana
demnl-:ratisasif keadilan wosial, jaminan dan perlindungan hak asasi manueia sertn /aw
enforcement mmdutegalmﬁ,ra supremasi hukum sangat menonjol. Sehubungan dengan hal
tersebut, permasalahan peating vang timmbul adalah: kultur pelisi muc;:m apa vang
seharuanya ditumbibkan dan dibangun ke depan agar penegakan fukum dapat berjalan
| efeldif? Hal-hal apa yang harus dibenahi untuk dapat mewujudkan kultur polisi yang

demiltian i?

PEMBAHASAN MASALAH
Kultur Palisi dan Knltur Politik Nastenal |

Knltur poiisi ‘}rang relama ni nampak ke permukaan adalgh militeristik dan
kiientilistik. Kultur polisi yang demikian ini tidak bisa hanya dilihat secara sepotong
dari sudul kelembagaan dan personal kepolosian semata, melainkan juga harus dilihat
. bingkai yang melingkupi dan sekaligus mewadal{inya. Bingkai yang dimaksudkan
adalah kultw politik nasional, Kol politik yang militeristik dan klientilistik berada
dalam bingkai kultur politik nasional yang birokratik, korporatif, dan militeristik.
Dengan konfigurasi birokrasi, GOLKAR dan militer (ABRI) yang solid, pemerintah
Orde Bary percaya pembangunan bangea dapat dilaksanakan secara baik. Sejarah
memang, membuktikan balwa dengan konfiguras: semacam ity Orde .Bam telah mampy -

mempestahankan kekuaseannya lebih dari 32 tahun, meskipun akhimya runtuh jugs.



Salah satu kunei keberhasilan Orde Baru adalah penggunaan pendekatan stabilitas

keamanan dimana kekerasan begitu melekat pada strubtur kekuasaan. Demi stabilitas

* keamanzan dan tujuan politik Orde Bary, hukum ditempatkan dibawah ketiak kekuasasn

‘pemarintah Orde Raru. Akibatnya pelanggaran hak azasi masmsia terjadi di gemua
struktur bermegara dan penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya
Dalam konteks gemacam inilah POLRI tumbuh dan berkembang. FOLIL pad;a mas:a. itu
masuk dajam jajaran mifiter yang tergabung dalam ABRI Konzekuensi yang timbul
dari penggabungan itu, POLRI yang mempunyai fungsi dan peranl pobagai pencguk.
hukum dun pemelihara ketertiban masyarakat juga memiliki fungsi dan peran sebagai
alat pertahanza kemm_mml negara. Dalam fungs: dan perannya sebaga alal pertalianan
keamasian negars inilah bekaviour polisi berubah. Polisi tidak Iagi mengedepankan
komunikaei yang bersifat persussif’ dalam melaksanakan fungsinya melainkan lebih
menyukai untok bertindak ropresif. Dalam struktor kekuaaﬁan Orde Baru kalter POLRI
menjadi silitesistik. Citra diri militeristik ini termanifestasi pada sik;-ap pelayanan yang
kakuy-prosedural, komunikasi kerja bersifat komando dan kepaiutlan pzda komando
taﬁpa mikap keitis. Padahal dalain pelaksanaan tugasnya POLRI berbeda dengan militer )
(TNT). Polisi nemerlukan kemampuan untuk berinovasi dan kreativitas dalam
menerapknn diskresi. Fungsi-funzsi kepolisian pada hn.}-:ekatmra bereifat aiﬁil. .

Selain memiliki ¢inn militeristik, kultur POLRI juga diwamai oleh ciri
klientilistik. POLRI vang lﬁemiliki fungsi dan peran utama sebagai penegak hukum dan
pembina ketertiban dan kewmanan dalam masyarakat dalam praktekmya seringkali

mengabdi kepadz kelompek tertentu. Ungkepan seperti polisi menjadi backing



pengusahs merupakan hal yang mudah didengar dalam kehidupan masyerakat,
Keberlanjutan eejuralah tempat hiburan dan petjudian ditengarai juga diback-up oleh
polisi. Rasionalitas dibalik praktek-praktek semacam itn mudah ditebal yaita adanys
l:eunmngan ekonomis yang diperoleh polisi. Dalam behasa yang lebih h:alus, prakték-
praktek wemacam m serng dimaknai sebagar bentuk kemitraan, Di satu sisi, bispis
para pengusaha membutuhkan jaminan keberlanjntan, dan di isi Jain, meskipun hal ini
merupakan ungkapan klise, polisi membutuhkan dana yang cukwp untuk melakukaﬁ
tugasnyn. Kapustodalaps yang dimtikan kepala pusing kurang modal entuk operasi
menjadi popuier di jajaran kepolisian. Akibatnya penegalan hulamm menjadi bias oleh
kepentingan-kepentingan tergebut,
MNorma-nwmma haﬁ Polisi sebagal Penggembala Hokoum

Penegakan hukum yang bias kepentingan sebagaimana diuratkan di atas tidak
akan terjadi apabila ada polisi menyadari balywa mereka adalah penggembata hukum.
Notohanidjojo (1975: 11) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ponggembala
hukum ialaly rechishoeders: hakim, jaksa, advokat, poligi, dan pemerintab. Lebih fanjt
ia menyatakan penggembala atau pema.!ihara huloyn wajil mentaati sejumlah norma
dalam menggembalakan hukum, menjn;lsm, serta memelihara hukam. Ada en":pat norma
yang amat péﬁﬁlg dalan penggembalaan hulum, yaite: kemanusiaan, keadilan,
kepatutan, dan kejujuran {Notohamidiojo, 1975: 52). Norma kemanusiaan memniut
supaya dalam penggembalaan hukam, manusia senantizsa  diperlakukan sebagm
manusia. Norma keadilan meemntut supaya masing-maging mendapal bagiannya, Mornia

kepatutan menuptul supaya kepatulan yang ade dalum porgauian wasyarakal periu



dperhatikan dalam penggembalann hukum. Norma kejujoran :ﬁenunM Rupaya
penggembala hukum jujur delam mengurus hukum dalam melayani justiticbel yang

mencari hukhm dan keadilan,

-

Norma-norma bagi penggembala hukum sebagaimana tersebut di atas selama inj
diabaji{&n oleh polisi. ;‘-_‘.alnmn ?DLRI berada di baswah payung ABRI, periiaku POLRI
dibentuk oleh Dokirin Catur Dharma ¥ka Karya Dengan Doldrin Catur Dharma Eka
Karya, POLRI becfunggsi sebagai alat periahanan keamanan negara yang memiliki
perilaky reprezif. Dengan p-:;ri!élm gemacam ity dalam melaksanakan mgasnya
geringkali terjach pelanggaran {erhadap hak azast manuga, Kalan mau jujur sebenarmya
POLRI sebelun berada di bawah ABRI telah mesmiliki doktrin sendiri yang -lebih
sesual dengan peran dan fisgsinya sebagal penegak hukom dan pemelibara ketertiban
magyarakat. Dokirin POLRI yang dimaksudkan adalah: Tata Tentren Kerta Rahurja.
Da’:ﬁm kaitanaya dengun dokirin ini, Presiden Sockarno dalam pidate pembangunan
gedung Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Maret 1952, menyatakan balvwa
Tafa, berarti teratur (orde), Tentrein, berarti tenteram (Rust), Kerta berarti kesukazn
beketja, semangat bekeria (arbeidzaam), dan Raharja yang berarti makmur (welvaart}

{Kungrtn, 1997).
Kultwr Bavu Pelisi yang Perlu Dibangun dan ﬁhvujudkim

Pekérjaan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi merupakan pekerjann
penegakan hukure yang paling menarik. Dikatakan merupskan pekerjnan menarik sebab

didalmnya banyak dijumpsi keterlibalan manusia gsebagai pengambil keputusan, Polisi



padﬂ.. hakekatnya bisa diiiha;t sebagal hukum yang hidup (Rahardjo, tt: 95). Apubila
dicermati lebih jauh, ada eejumlah karalterietik pekerjaan POLRI Perrama, Polisi
adalah penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat dan secars langsung
‘meia_vani masyarakm. Karena kedekatan inilah intensitas liwbungan POLRI dan
masyarakat sangat tingei, sehingga masyarakat dengan mudah mengetabui kelemuhan-
kelemahan POLRI yang berakibat munculnya citra polisi di amata masyarakat. Kedua,
Polisi diberi tugas untak; menmegakkan huloun sekaligus menjamin ketertiban dalam
ameyaraikat. Dalan praktek, kedua h;gaa ini sering menimbulkan situasi dilemnatis sebab’
antzra hukum dan keterttban meupakan konsep yang berbeda, Hukum lebih mengarah
kepata prosedur (rechismctigheid), sedangkan ketertiban lebih ﬁarnrientasi kepada
tujuan vang hendak dicapai {(doelmatigheld). Ketiga, dalam menjalankan tugzsnya,

POLRI memilik: kewenangan 4iséresi,

Indonesia kini sedang berproses meanju masyarakat beradab (civi! énciety}
Masyankat beradab adalah suatu masyarﬁkat dimana demokrasi, keadilan, faw
enforcerient untuk i;egakuya hukum sangat dikedepankan. Masyarakat beradab
meletakkan tandasan setisp perbuatannya pada hukvm dan sturan-aturan .yang telah
disepakati bersama. Sikap dan perilalu dehumanized merupakan hal yang tidak dapat

diteriins oleh tasyarakst beradab karena bertentangan dengan norma kemanusiaan.

Dalam proses memju masyarskat beradab itu, kini POLRI telah bercerai
dengan TNY dibawah payung ABRI. POLRI sekarang ini telah kembali ke fingei

utamanya sebagai penegak hukum dan pemeiiharz ketertiban. Dalam proses menuju



magyarakat beradab, karaktenistik pekerjaan POLRI sebasgaimana divraikan di atax
tampalmya masih melekat dalam twbuh POLRI. Fungsi dan peran polisi sebugai
penegak hukum dan sehagai pemelihara ketertiban, dua hal yang sebenamya tiduk samm
rian bahkan susak dipertemulkan toh hars .tetap dilakukan oleh polisi. Karena itm. polisi
harus mereformas: diri mémban_gm kultur bary yang sesual dengan tuntulan masyarakat

dan karakieristik pekerjaannya itu.

Berbicara mengenai kultur baru polisi sebengmya meliputi aparalnya
{orangny2) dan juga lembaganya (institisinya). Membangun kultur baru polisi tidﬂ.ﬁ
sobatar diarahkan kepada pembangunan masing-masing pribadi polisi tetapi sekahgus
membangan institusi POLR{ merjadi institusi yang kondusit bagi berkembangnya kultur
anggotanya. Hal ini penting scbab secara sosiologis struktur sosial memiliki kaitan-erat
dengan kepribadian seseorzng. Institusi POLRI yang memiliki kuitur baru akan menjadi
wabang, yang baik bagi tumbwh dan berkembangnya kultur anggota-anggotanya
Pengalaman kehidupan sehari-hari memunjukdan seringkali kesalahan seorang anggota
polisi {okmus) digeneralisic sebagai kesalahan lembaga secarn keseluruhan. Hal ini
paling tidak jiga membuktikan sedemikian eratnya antara budaya perseura;ngﬂn dengan
budaya organisasi atar institugi. Kulter baru POLRI yang hendak dibangun adalah yang
rompatible dengan sistem demokratis dan pembentukan masyarakat beradab di

Indonesia

Secarn fsik-administranf, perubshan budaya polisi lelah mulam dilakukan,

Paling tidak hal ini terlihat dari perubahan seragam atay pakajan dinas polisi, tanda dan



sebutan pangknt. Nsmun perubahan semacam itu befum berari manakala perilaku polisi
masih kental dengan wama militeristik dan klientilistik. Kultur baru polisi harus
beroriertasi pada nilai-nilai masyarukat beradab dan kultur yang berorientasi pada
‘publik. Nilai-mial masymakat beradab .yang berorientast pada publik itu dalam bentuk
norma tidak jauh berbeda dengan norma-norma bagl penggembala hulum sebagaimana
telah digebutkan di afag. Karena ik norma-norma bagi penggembala hukums tersebut
(_ia;mt dijadikan sarana membangun kultur bary POLRL Dengan norma semazcam ity,
1laimn melakukan tugasnya rebagai penegak hukum dan pemelihiara ketertiban, polisi
gkan menutamakan peundekatan-pendekatan yang bercorak non-militeristik, non-
kekérasan, memberikan penghormatan pada hak szasi mamsia, memperhatikan aspek

dan dinumika lokal serta menjalatkan prinsip-priosip akuntabilitas,

Kaltur bare POLRI dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas mendesak
- uetuk diwgjudkan, meskipun harus diglas mengubsh knlbur bukanlsh hal yang mudah.
Kulwr polisi lama yang bersifaf milteﬂﬂtils: dan klientilistik yang antara lain tercermin
datam kujtur komersialisasi jabatan perlu segera dipangkas. Untuk mewnjudkan kuftu
baru polisi, perhatian tidak entup :iiberikan padz erang-orang yang sekarang berada
pada dinas kepolisian, tetapi juga perlu diberiken kepada orang-orang vang akan
~ wenjadi polisi. Secara singleat dapat dikatakan, untuk mewujudkan kultur baru polisi
merupakan upaya yang sistemik. Upaya itn mulai pada proses rekruitinen anggola,
proses pexcdidihan, swopai dongam proses kedinasan, Dalam setiap talapan terzebut

nor-norma kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran mutlak dikedepankan,



KESIMPULAN

Kulur polisi selama berada di bawah ABRI bersifat ;rlilteristik tan
klientilistik. Kultur poligi seinscam itu berdampak fidak sfektifnya penegakan hukum
“karen= inenimbulkan public distrust terhadap hulum :.lan negara. Seiring dengan proses
menuju masyarskal beradab di Indonesia dan dengan berpisahnya POLRI dari ABRI,
perlu dibangun keltur bary POLR! yaity kultur POLRI yang berintikan semangat
demukrae-:j, pendekalan yang humasiis, dan mendukung terbentuknya masyarskat madan),
Dalam tataran normatif, norma-norma bagi penggembala hulaun sepertt kemanuwiann,
keadilan, kepatutan, dan  kejyuran perlu  disosialisasikan sehingga menjadi

terinfernalisust dalam pribadi setiap anggoia POLRL

Pembangunan kultur bara POLRY tentu tidak mudah dan pasti memer|ukan waktu
}':-m,n_ll, ke sebentar. Mo demikian praling ticuk hul. ini dupat dilakukan sedin
mungkin dajam proses rekrivitmen polisi, dalam proses pendidikan polisi, maupun
pada masa kedigisan, Faklor penting yang lidak boleh dilupakan jalah dukungan kultur
puliisk srasional dutl nmsyurakal vecara umum dalam mewunjudkan sitsasi yang kondusif
bagi pembangunan kultur barn POLRI tersebut. Apabila kultar baru POLRI dupat
divwnjndkan maks akan bermuara pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan
kepolisian, Seberapa ]ama. kultr bare ini akan tercipta, mengingat polisi yang ada

sekarang ini hampir semuanya produk ORBA? Sejarah yang akan berbicara.

Y



DAFTAR PUSTAKA

Asshiddigie, Jimly, 1998. Agenda Pembanpgunan hukum Nasionel di Abnd
* (Hobalisasi. Jakarts: Balas Pustaka.

Kumarte, 1997, Tri Reata Catur Praselya Sefaral, Perspektif dan Prospelnya
Jakarta: Clipta Mamnggal,

Notohamidjojo, 1975. Spal-Soal Fokok Filsafat Hukum. Jakarta, BPK Guuung Mulia.

Rehardio, Satjipie. . Masalak Penegakan FHukum Suatu Tinfauan Sosiofogis.
Bandung: Sinar baru.



